BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang :a. bahwa petunjuk pelaksanaan mengenai Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa telah diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 8 Tahun
2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran
Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa;

b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf a belum memuat pengaturan mengenai
penyelenggaraan pemilihan kepala desa dalam keadaan
bencana, sehingga dalam upaya penyesuaian terhadap
kondisi kebencanaan serta untuk menyesuaikan dengan
perkembangan dan dinamika peraturan perundang-
undangan, diperlukan pengaturan tambahan;



Mengingat

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah
dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5363);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014



10.

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1222);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun
2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor 9);



Menetapkan

11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 8 Tahun
2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2019 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 20121 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG  TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten

Pangandaran Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa

kali diubah dengan:

1. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 8
Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2017 Nomor 7); dan

2. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015



tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 28).

diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

Pasal 4
Bupati membentuk panitia pemilihan kabupaten yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
dan
b. unsur terkait lainnya.
Susunan Personalia Panitia Pemilihan Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Pengarah;
b. Penanggung Jawab;
c. Koordinator;
d. Ketua;
e. Sekretaris; dan
f. Anggota.
Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
terdiri atas:
a. Bupati sebagai Pengarah I;
b. Wakil Bupati sebagai Pengarah II;
c. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai
Pengarah III;
d. Kapolres sebagai Pengarah IV;
e. Dandim sebagai Pengarah V; dan
f. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai Pengarah VI.
Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f,
membidangi:
a. administrasi;
b. penganggaran dan perlengkapan,;
c. data dan publikasi;
d. bimbingan teknis dan penyelesaian permasalahan; dan
e. monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Dalam Panitia Pemilihan Kabupaten dibentuk kelompok
kerja pengawas yang terdiri atas:
a. Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD;
b. Inspektorat; dan
c. Camat.
Panitia Pemilihan Kabupaten dapat mengikutsertakan
instansi vertikal.
Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten berkedudukan
di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



2. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni
BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
PEMILIHAN DALAM KEADAAN BENCANA

3. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13A
(1) Pemilihan Kepala Desa dalam keadaan bencana
dilakukan melalui tahapan dan tata cara sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tahapan dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan menggunakan protokol
kesehatan dan/atau keamanan yang berlaku.

Pasal 13B

Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A meliputi:

a. bencana alam, yakni bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan
oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami,
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan
tanah langsor;

b. bencana nonalam, yakni bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara
lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi,
dan wabah penyakit; dan/atau

c. bencana sosial, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa
atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh
manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau
antarkomunitas masyarakat, dan teror.

4. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 50

(1) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari dana
bantuan APB Desa mempertimbangkan kebutuhan biaya
pemilihan kepala desa selain yang bersumber dari APBD.

(2) Dana bantuan dari APB Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diperuntukan bagi kebutuhan pada
pelaksanaan pemungutan suara.

(3) Selain diperuntukan bagi kebutuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Dana bantuan dari APB Desa
dapat dipergunakan untuk tambahan penggunaan biaya
dari APBD atau kebutuhan lain yang ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Desa.



(4) Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui
Musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 14 Februari 2022

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA
Diundangkan di Parigi
pada tanggal 14 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2022 NOMOR 10
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Seckretariat Daerah Kabupaten Pangandaran

H: Syarif Hidayat, S.H.,M.Si

Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001



